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ABSTRAK

Syalzaky Adma Sitbilsanggi : Analisis Komparasi Penerimaan Pajak
Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera
Barat pada Era Pra dan Selama Pandemi
Covid-19

Pembimbing : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio efektivitas, efisiensi,
kontribusi, laju pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah
di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021, dimana permasalahan terlihat bahwa
dampak pandemi mempengaruhi perekonomian manusia termasuk penerimaan
pajak daerah. Oleh karena itu penulis penasaran melakukan penelitian ini dengan
menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan mengambil data langsung ke
Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat yaitu Catatan atas Laporan
Keuangan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Rasio efektivitas penerimaan
pajak daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat masih banyak yang belum mampu
masuk kriteria sangat efektif. 2) Rasio efisiensi penerimaan pajak daerah di
kabupaten/kota Sumatera Barat rata-rata sudah masuk kriteria efisien. 3) Rasio
kontribusi penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat sebagian
besar belum mampu masuk kriteria sangat baik. 4) Rasio laju pertumbuhan
penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat masih sebagian kecil
yaitu ada 3 kabupaten yang mampu masuk kriteria sangat berhasil. 5) Rasio rata-
rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat terjadi
penurunan dari masa sebelum pandemi 2018-2019 ke masa selama pandemi 2020-
2021. 6) Rasio efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2020 Kabupaten
Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan Kota Dumai.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Rata-
Rata Pertumbuhan, Pajak Daerah, Pandemi Covid-19
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak keluarnya UU RI No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam mengelola
daerahnya yang diharapkan tidak selalu bergantung pada pemerintahan
pusat. Yang mana pemerintahan pusat sudah memberikan kewenangan
kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing yakni dikenal
otonomi daerah. Hubungan antara pusat dan daerah diharapkan berjalan
efektif dan efisien agar tetap terjalin komunikasi yang baik dalam mencapai
target yang diinginkan.

Pemerintah daerah memang belum sepenuhnya mandiri dalam
mengurus kepentingan daerahnya, terkadang masih perlu dibantu oleh
pemerintahan pusat dalam hal pendanaan untuk menunjang kelancaran
program pemerintah daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat
dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh
daerah yang bersangkutan, semakin besar sumbangan PAD maka akan
menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai
konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan
bertanggung jawab (Rinaldi, 2012). Untuk menjalankan peran
pemerintahan, salah satu kebutuhan penting pemerintah daerah adalah

aspek keuangan untuk memperlancar pencapaian tujuan daerah.



Sumber biaya pemerintah daerah salah satunya pajak. Menurut

Jannah, dkk (2016) bahwa pajak daerah punya peran yang penting dalam

membiayai penyelenggaran pemerintahan, kemampuan pemerintah daerah

dalam memungut pajak daerah merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan

otonomi daerah dan pemerintah daerah perlu meningkatkan secara

maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak

daerah. Pemerintah daerah harus giat dan mandiri

meningkatkan

penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan PAD. Dan pajak daerah

merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu kita

perlu mengetahui di Sumatera Barat seberapa besar proporsi pajak daerah

dan retribusi daerah terhadap PAD, serta proporsi PAD terhadap Anggaran

Pendapatan Daerah (APD). Berikut data yang terkait hal tersebut, dimana

data diambil dari situs web Rangkiang Data yang diolah lagi oleh penulis:

Tabel 1.1

Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD), serta Persentase PAD Terhadap Anggaran Pendapatan

Daerah (APD) di Sumatera Barat Tahun 2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah PAD

1.653.200.678.613,49

2.530.396.839.850,56

1.866.389.842.145,98

2.098.010.297.798,59

2.017.071.606.138,08

% pajak
daerah
terhadap
PAD

29%

24%

37%

35%

32%

% Retribusi
daerah
terhadap
PAD

10%

6%

9%

8%

7%

Jumlah APD

18.812.569.645.606,90

19.531.957.683.682,60

19.476.210.861.655,90

21.224.303.067.099,60

19.470.727.518.834,00

% PAD
terhadap
APD.

8,79%

12,96%

9,58%

9,88%

10,36%

Sumber: http://sumbar.bpk.go.id/rangkiang-data/ (diolah)




Berdasarkan data pada Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa
persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Sumatera Barat lebih
besar dibandingkan retribusi daerahnya. Persentase terbesar kontribusi
pajak daerah di Sumatera Barat terjadi pada tahun 2018 yakni 37%, dan
seterusnya mengalami penurunan sampai tahun 2020. Jika dilihat dari
kontribusi PAD terhadap APD di Sumatera Barat, bahwa PAD belum
menunjukkan kontribusi yang besar bagi daerah di Sumatera Barat karena
persentasenya masih terlihat kecil yakni dibawah 15%. Riduansyah (2003)
mengatakan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seorang pakar
dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan
batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Artinya Sumatera

Barat belum mampu mandiri dalam mengelola pendapatan daerahnya.

Semenjak muncul pandemi Covid-19 rasa kecemasan masyarakat
semakin meningkat. Dikarenakan aspek kesehatan terancam begitu pula
aspek keuangan yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Semua
daerah terkena dampak pandemi Covid-19, salah satunya Provinsi Sumatera
Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki 12 Kabupaten dan 7 Kota Madya
yang terletak di Pulau Sumatera serta memiliki karakteristik yang berbeda-
beda tiap daerah di Kabupaten/Kota-nya. Bagaimana penerimaan pajak
daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama pandemi
Covid-19. Padahal pajak daerah merupakan penyumbang terbesar dalam
Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu sumber pendanaan bagi

daerah kabupaten/kota (Wahyuningsih & Atmadja, 2021). Oleh karena itu



penulis menganalisis penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera

Barat periode 2016-2020:

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

Kabupaten/ % Penurunan
NO 2016 2017 2018 2019 2020 Ket
Kota 2019 ke 2020
Kota Turun
1 Bukittingdi 30,709,690, | 38282140327 | 45131253075 | 45204119636 | 35857,033,610 | 2019 ke -20.7%
u 99 231.00 .00 .00 50 00 2020
Kota Turun
2 Pariaman 6,646,520,3 | 8304,791,195. | 9,982,807,861. | 10,064,592,853 | 10,043594,333 | 2019 ke -0.2%
77.00 00 00 50 00 2020
Kota Turun
3 4,686,268,3 | 5337,144,416. | 5546,092,124. | 5502,589,718. | 5602920001 | 2018 ke 1.8%
Sawahlunto 41.00 00 00 00 75 2019
Kota Solok Turun
4 6,787,364,6 | 8,338,507,468. | 9,261,141,407. | 10,668,653245 | 10,520,828,849 | 2019 ke -1.3%
42.00 0 0 0 0 2020
Kota Padang Turun
5 256,746,61 | 327,91658332 | 348,808,074,97 | 388,065306,28 | 344,743134,37 | 2019 ke -11.2%
1,787.45 7.00 035 6.00 7.00 2020
Kota Padang Turun
6 Panian 6134,347,4 | 6906,484,263. | 8203,992,612. | 9048892175 | 7.826867,948. | 2019 ke -13.5%
Jang 77.00 00 00 00 00 2020
Kota Turun
7 11,033602, | 14,047,192,754 | 16,002707,100 | 17,650911170 | 17,067518363 | 2019 ke -3.3%
Payakumbuh 749.00 00 .00 00 00 2020
Kabupaten Turun
8 Agam 21,399,032, | 27,494,004330 | 31,336803,415 | 31514932215 | 28842168787 | 2019 ke -8.5%
Y 424.00 9 0 2 0 2020
Kabupaten Turun
9 Dharmasrava | 1L542752, | 14933001578 | 20231341838 | 19178964220 | 17751808580 | 2018 ke 7.4%
y 773.67 70 86 67 45 2020
Kabupaten .
urun
10 | Kepulauan 25280575 | 20647,327,991. | 4473,071,310. | 5214,451,660. | 3,531,794,196. | 2019 ke -32.3%
Mentawai 20.00 00 00 60 00 2020
Kabupaten
11 | Padan Turun -13.4%
'ang 26,922,241, | 36853311532 | 41,412,253,897 | 48,301,645277 | 41,824536:856 | 2019 ke :
Pariaman 098.72 17 .00 00 45 2020
Kabupaten
12 | Pasaman Turun 7%
13,693,338, | 17.936242,853 | 20,814,428417 | 20941331211 | 19.462,573,774 | 2019ke :
Barat 01157 02 29 76 59 2020
Kabupaten Turun
13 | pasaman 8579477,4 | 8925007,795. | 9,681,105164. | 10,398,000078 | 8758,576,482. | 2019 ke -15.8%
04.65 8 78 2 6 2020
Kabupaten
14 | Lima Puluh Turun -2.6%
14,060,795, | 17,667,233,262 | 20,369,954,184 | 24181111740 | 23,556,949,207 | 2019 ke :
Kota 573.00 0 0 0 0 2020
15 Kabupaten 13,712,844, | 19794773402 | 23,751,789,554 | 23,797,657,254 | 20,454,008,648 gg{gnk 14.1%
Pesisir Selatan | & 1 20 97 87 00 2020
Kabupaten Turun
16 | siiuniun 10,787,388, | 13.427,637,806 | 14,110,246429 | 14284704470 | 12,813277327 | 2019ke -10.3%
junjung 503.00 0 g 1 1 2020
Kabupaten Turun
17 | Tanah Datar 11,771072, | 16523394,357 | 10,847,312,238 | 19,578257,337 | 17,810,752,982 | 2018 ke -9.0%
378.00 98 18 68 90 2020
18 Kabupaten 49551231 | 6991,350,182. | 7,618,652,369. | 8435031570. | 6,800,569,115 gg{gnk 19.4%
,999,123, ,991,350,182. ,018,652,369. ,439,031,570. ,800,969,115. € -19.4%
Solok Selatan | 2759 68 80 50 50 2020
Kabupaten Turun
19 | Solok 11441155, | 14717,757,802 | 19,015027,864 | 20,193380,838 | 10,015335312 | 2019 ke 5.8%
032.33 9 53 77 05 2020
Jumlah
Penerimaan 47413777 | 607,044,156,64 | 684,868,14583 | 732,224,631,96 | 652,293,248 84 ;é‘l’gie 10.9%
Pajak 4,073.49 381 314 9.40 1.66 507 :
Daerah

Sumber: http://sumbar.bpk.go.id/rangkiang-data/ (diolah)




Berdasarkan data Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak
daerah tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami penurunan rata-
rata mulai turun dari tahun 2019 sampai 2020. Ada beberapa
Kabupaten/Kota yang penerimaan pajak daerahnya turun mulai dari tahun
2018 seperti Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten
Tanah Datar. Penurunan terbesar penerimaan pajak daerah terjadi pada
Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni -32,3%. Sedangkan penurunan
terkecil penerimaan pajak daerah terjadi pada Kota Pariaman yakni -0,2%.
Dari simpulan diatas artinya pandemi Covid-19 mempengaruhi seluruh
Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat terhadap penerimaan pajak
daerah, dimana terlihat bahwa penurunan rata-rata terjadi mulai tahun 2019
ke 2020. Yang mana pandemi Covid-19 muncul di dunia tahun 2019 dan

memasuki Indonesia sejak awal tahun 2020.

Hasil analisis data diatas menjadi gambaran bahwa pandemi
memang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Karena dilihat secara
keseluruhan pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian semakin
macet dan banyaknya pembatasan-pembatasan hal itu mempengaruhi
kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Bahwa biasanya
akan semakin meningkat penerimaan pajak daerah jika ekonomi berjalan
normal. Semakin maksimal pajak yang dipungut maka semakin baik pula
penerimaan pajaknya (Sari & Siringoringo, 2021).

Namun karena sekarang kita dihadapkan dengan masa pandemi jadi

penulis ingin tahu kalau memang ada pandemi jenis pajak apa saja yang



menurun. Karena secara akumulatif memang terlihat menurun tapi bisa jadi
sebagian/semua jenis pajak daerah saja yang menurun. Gejolak kenaikan
maupun penurunan pajak daerah tersebut dikarenakan masih kurangnya
pengelolaan potensi daerah menyebabkan tingkat kemandirian daerah
sangat rendah dan masih bergantung pada transfer dana dari pusat
(Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
2013). Oleh karena itu, pentingnya penulis melakukan analisis ini bertujuan
memperlihatkan kepada pemerintah daerah bahwa memang terdapat
perbandingan ketika penerimaan pajak daerah sebelum pandemi dan selama
pandemi. Penurunan inilah yang menjadi urgensi dan perlu dilirik agar tidak
berkelanjutan. Dan kita mengharapkan pemerintah daerah bisa lebih gesit
mencarikan solusi untuk kelancaran pembangunan daerah dan
kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah harus focus membuat
kebijakan yang lebih kompeten dan penanganan yang efektif dan efisien.
Diharapkan setelah habisnya masa pandemi, penerimaan pajak daerah bisa
meningkat kembali.

Oleh karena pajak daerah merupakan salah satu komponen terbesar
yang dapat memberikan sumbangan bagi penerimaan daerah. Penulis
tertarik untuk menganalisis penerimaan pajak daerah tahun sebelum
pandemi dan selama pandemi berlangsung. Selain itu penulis juga ingin tahu
jenis pajak apa saja yang terdampak karena adanya pandemi. Berkaitan
dengan hal tersebut, penulis tertarik mengangkat judul Tugas Akhir ini

mengenai “ANALISIS KOMPARASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH



KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT PADA ERA PRA DAN
SELAMA PANDEMI COVID-19”.

Topik penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-
penelitian sebelumnya seperti Tugas Akhir Citra Budianti BP 12, Rahma
Fadina Putri BP 16 dan Siti Nurhaliza BP 17, penelitian penulis
menganalisis menggunakan 5 metode, dengan membandingkan 19 kab/kota
di Sumatera Barat, tahun anggaran selama 4 tahun terakhir yaitu 2018-2021
dengan permasalahan pandemi Covid-19 saat ini dan untuk tiap jenis pajak
daerah. Serta penulis menambahkan informasi penting mengenai posisi
rasio analisis penerimaan pajak daerah Sumatera Barat dibandingkan
dengan kab/kota di provinsi lain.

. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis efektivitas penerimaan pajak  daerah
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama Covid-19?

2. Bagaimana analisis efisiensi penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat pada era pra dan selama Covid-19?

3. Bagaimana analisis  kontribusi  penerimaan  pajak  daerah
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama Covid-19?

4. Bagaimana analisis laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama Covid-19?

5. Bagaimana analisis rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama Covid-19?



6. Bagaimana perbandingan rasio penerimaan pajak  daerah
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota di provinsi
lain di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitiannya sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama Covid-19.

2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama Covid-19.

3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama Covid-19.

4. Untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama Covid-19.

5. Untuk mengetahui tingkat rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak
daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada era pra dan selama
Covid-19.

6. Untuk mengetahui perbandingan rasio penerimaan pajak daerah
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota di provinsi
lain di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan diharapkan Tugas

Akhir ini dapat bermanfaat bagi kalangan yang membutuhkan informasi



yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini

sebagai berikut:

1. Bagi penulis
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
pada Program Studi DIl Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Padang dan mengukur sejauh mana ilmu pengetahuan yang
mampu diserap penulis dari teori-teori di perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah
Diharapkan bisa menjadi bahan informasi agar pemda di Sumatera Barat
bisa mengatasi turunnya penerimaan pajak daerah dan membuat
kebijakan yang lebih berkompeten agar tidak berkelanjutan.

3. Bagi Universitas/Akademis
Sebagai bahan referensi dan tambahan wawasan informasi kepada
mahasiswa Universitas Negeri Padang.

4. Bagi Pihak Lain
Sebagai bahan penambah wawasan ilmu pengetahuan dan referensi
yang akan menjadi pertimbangan bagi peneliti di masa mendatang yang

ingin menganalisis berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan BAB IV bahwa hasil penelitian
penulis menunjukkan gambaran ternyata adanya pandemi Covid-19 di
Indonesia sebagian besar berdampak dengan turunnya rasio efektivitas,
efisiensi, kontribusi, laju pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan penerimaan
pajak daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Meskipun rasionya tidak turun
drastis atau rasio yang paling terendah ataupun tidak semua kabupaten/kota,
namun dapat disimpulkan rentangan tahun 2019-2021 ada terjadi penurunan

pada lima metode diatas. Dapat penulis simpulkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Kesimpulan
Penilaian Metode Kab/Kota Kriteria Terbaik Pengaruh Pandemi
Perbandingan
Rasio Efektivitas Kota Padang Panjang, Kab. Ada 12 kab/kota rasionya turun.
Pasaman dan Kab. Solok Penurunan rasio rata-rata tahun 2019-2021
Rasio Efisiensi Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto, Rasio terendah rata-rata tahun 2019-2021, masih kriteria efisien
Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman
Penilaian 1 Barat dan Kab. Solok
Rasio Kontribusi Kota Padang Rata-rata rasionya naik dari tahun 2019-2021
Rasio Laju Pertumbuhan Kab. Dharmasraya, Kab. Tanah Penurunan rasio rata-rata tahun 2020
Datar, Kab. Solok Selatan
Rasio Efektivitas 2018 Kab. Dhamasraya pajak Dominan pajak hiburan turun
BPHTB 783,79%
Rasio Efisiensi Tidak dapat data
Penilaian 2 Rasio Kontribusi Dominan Pajak Penerangan Jalan. Campur semua jenis pajak turun
2019 Kota Padang pajak PBB
60,70%
Rasio Laju Pertumbuhan Dominan pajak BPHTB dan Dominan pajak BPHTB dan hotel (selama pandemi)
restoran (pra pandemi)
o Rasio Efektivitas Kab. Dharmasraya menduduki posisi tertinggi dibanding Kota Dumai tahun 2020.
Penilaian 3 Pajak mineral Kab. Dharmasraya lebih kecil dari pada Kota Dumai.
Metode ke-5 Rasio Rata-Rata Pertumbuhan 2018-2019 rata-rata naik 26,48%
2020-2021 rata-rata naik 17,39%
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Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak daerah di
kab/kota Sumatera Barat, ada 12 kabupaten/kota yang rasio efektivitas pajak
daerahnya menurun pada masa pandemi artinya kabupaten/kota tersebut
belum mampu mempertahankan efektivitas pajak daerahnya pada masa
pandemi. Namun ada 3 kabupaten/kota yang tidak terpengaruh baik
sebelum dan selama pandemi mereka mampu bertahan pada rasio dengan
Kriteria sangat efektif.

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi penerimaan pajak daerah di
kab/kota Sumatera Barat, secara keseluruhan rata-rata rasio efisiensi pajak
daerahnya masuk dalam kriteria yang efisien.

Berdasarkan perhitungan rasio kontribusi penerimaan pajak daerah di
kab/kota Sumatera Barat, hampir sebagian besar kabupaten/kota-nya belum
mampu masuk Kriteria berkontribusi sangat baik kecuali Kota Padang.
Namun ketika masa pandemi sebagian besar kabupaten/kota-nya memiliki
rasio yang meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021 artinya mereka mampu
bertahan dan tidak terpengaruh oleh adanya pandemi covid-19.
Berdasarkan perhitungan rasio laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah
di kab/kota Sumatera Barat, yang mampu masuk Kriteria sangat berhasil
yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten
Solok Selatan. Rata-rata rasio laju pertumbuhan pajak daerahnya turun di
tahun 2020 pada masa pandemi.

Berdasarkan perhitungan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah di

Provinsi Sumatera Barat, bahwa perbandingan rasio sebelum pandemi
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sebesar 26,48% dan rasio selama pandemi sebesar 17,39% yaitu terdapat
selisih sebesar 9,09% artinya rasio menurun dari masa sebelum pandemi ke
masa selama pandemi.

6. Informasi tambahan, dalam sekop nasional sesama kabupaten/kota di
Indonesia bahwa rasio efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2020
(masa pandemi) Kabupaten Dharmasraya memiliki rasio efektivitas lebih
tinggi dari pada Kota Dumai. Dan untuk jenis pajak daerah yang tertinggi
di Kota Dumai yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan dan jika
dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya rasio efektivitas untuk pajak
tersebut Kota Dumai memiliki rasio tertinggi.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian penulis umumnya pandemi memang mempengaruhi
penerimaan pajak daerah, maka diharapkan kepada pemerintah
kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat agar memperhatikan nasib
daerahnya yaitu dengan meningkatkan kembali rasio efektivitas, efisiensi,
kontribusi, dan laju pertumbuhan penerimaan pajak daerahnya dengan
mengadakan penyuluhan dan mengantisipasi agar dalam situasi apapun baik
pandemi maupun sudah habis nantinya penerimaan pajak daerah mampu
mempertahankan rasionya.

2. Pemerintah daerah diharapkan bisa menggali potensi daerahnya masing-
masing agar proses pembangunan dan kemajuan daerah dapat dinikmati

oleh masyarakatnya.
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